
BUPATI  KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR   16   TAHUN 2014

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  79A  Undang  -
Undang   Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,  pengurusan  dan  penerbitan  dokumen
kependudukan tidak dipungut biaya;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang – Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah,  peninjauan  tarif  retribusi  ditetapkan  dengan
Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kudus tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan
Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  8  Tahun  2012  tentang
Retribusi  Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun
1974  Nomor  38,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor   3037);

3. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1992  tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun
1992  Nomor  33,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor 3474);
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999  Nomor  169,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2002  Nomor  109,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

9. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2006  tentang
Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  63,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

11. Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2006  tentang
Administrasi  Kependudukan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2006  Nomor  124,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ) sebagaimana telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  24   Tahun  2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (Lembaran
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Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor  262,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5475);
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12. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1975  Nomor  12,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor 3050);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005
tentang  Dana  Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2005  Nomor  165,   Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  80,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736 );

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2007  Nomor  87,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

19. Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

20. Peraturan  Presiden  Nomor  26  Tahun  2009  tentang
Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk
Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan
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Presiden  Nomor  26 Tahun 2009 tentang  Penerapan Kartu
Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan
Secara Nasional;
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor  99);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor 3 Tahun
2008  tentang   Urusan  Pemerintahan  yang  Menjadi
Kewenangan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten  Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor 12 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor  8 Tahun
2012  tentang  Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak  Kartu
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten  Kudus  Tahun  2012  Nomor  8,  Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor  159);

MEMUTUSKAN :

 
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PENINJAUAN  TARIF

RETRIBUSI  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  KUDUS
NOMOR  8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN
SIPIL.

Pasal  I

Ketentuan tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus  Nomor  8  tahun  2012  tentang  Retribusi  Penggantian
Biaya  Cetak  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Akta  Catatan  Sipil
ditinjau sebagai berikut:
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NO JENIS RETRIBUSI TARIF KETERANGAN

a.

b.

Pendaftaran  Penduduk  bagi
orang asing
1. Biaya cetak penerbitan KK
2. Biaya cetak penerbitan KTP
3. Biaya  penerbitan  surat

keterangan kependudukan

Akta Catatan Sipil

1. Akta Kematian
a) untuk  Warga  Negara

Indonesia 
b) untuk Orang Asing

2. Akta  Pengesahan  dan
Pengakuan Anak
a) untuk  Warga  Negara

Indonesia
b) untuk Orang Asing

3. Akta Perkawinan
a) untuk  Warga  Negara

Indonesia
1) di dalam kantor
2) di luar kantor

b) untuk Orang Asing
1) di dalam kantor
2) di luar kantor

4. Akta Perceraian
a) untuk  Warga  Negara

Indonesia
b) untuk Orang Asing

5. Kutipan  atau  salinan  Akta
Catatan  Sipil  ke  II  dan
seterusnya
a) untuk  Warga  Negara

Indonesia
b) untuk Orang Asing

6. Pencatatan Perubahan Nama
a) untuk  Warga  Negara

Indonesia
b) untuk Orang Asing

Rp. 0
Rp. 0
Rp. 0

Rp. 0

Rp. 0

Rp. 0

Rp. 0

Rp. 0
Rp. 0

Rp. 0
Rp. 0

Rp. 0

Rp. 0

Rp. 0

Rp. 0

Rp. 0

Rp. 0
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7. Pelaporan  dan  Penerbitan
Tanda  Bukti  Perkawinan,
Perceraian  dan  Kematian
bagi Warga Negara Indonesia
yang datang dari Luar Negeri

Rp. 0

Pasal II

Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
diundangkan.
                     
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati  ini  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

                        NOOR  YASIN

BERITA DAERAH  DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN   2014 NOMOR  16.
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